SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan
keseragaman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung, perlu perlu ditetapkan standar
satuan harga sebagai acuan bagi Pemerintah Kampung
dalam menyusun komponen biaya belanja dalam
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Tamiang tentang Standar Biaya Umum
Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan...



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018
tentang tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor
33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
BIAYA UMUM KAMPUNG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Pemerintah Kabupeten dalam
penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin
oleh Camat.

5. Camat...



10.

11

12.
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Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah

Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau
yang disebutdengan nama lain yang selanjutnya disebut
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok
Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya
disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan
Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah
oleh masyarakat Kampung setempat terdiri dari unsur
Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda
dan  Perempuan, Pemuka adat dan  Cerdik
Pandai/Cendikiawan yang ada diKampung yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan
Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi
Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan
secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung.

Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan
rumah tangga sendiri.

. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok

Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung,
pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban
Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.

13. Pengelolaan...



13.

14.

15.
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(2)
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Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung,
selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahahan Kampung.

Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
Kampung.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar Satuan Harga di kampung adalah harga
tertinggi dari suatu barang dan jasa bagi kampung
sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan
anggaran kampung.

Rincian besaran Standar Biaya Umum Kampung Tahun
Anggaran 2022 dengan tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari standar harga
barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini, Kampung
mengacu pada harga pasar setempat dengan melampirkan
bukti survei harga.

Pasal 4

Standar Biaya Umum merupakan batas tertinggi yang tidak
dapat dilampaui dan berfungsi sebagai pedoman bagi Datok
Penghulu dalam:

a.

b.
C.

menyusun komponen biaya hononarium petugas dan
pelaksana kegiatan;

menyusun komponen biaya kegiatan

menyusun komponen biaya jasa instruktur / pelatih/
tenaga ahli/ narasumber yang dibutuhkan dalam
kegiatan;

Menyusun biaya makan dan minum kegiatan
menyusun komponen insentif petugas atau tenaga
lainnya;

f. menyusun...
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f. menyusun komponen satuan biaya perjalanan dinas.
Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kampung
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,
dto
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto
ASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PJ. KEBAG HUKUM

\

DAHLIA ANLIANA, SI1,. MH
Penata'TK.1/111d
Nip. 19801010 200904 2 009




